BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Dilihat dari Kinerja keuangan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumba Barat dapat dikatakan cukup baik dengan skala >100%.
Dilihat dari Analisis varians kurang baik,pertumbuhanpendapatan daerah
dikatakan positif sebesar 6% dan dilihat dari aspek rasio keuangan daerah,
rasio kemandirian dikatakan rendah sekali dengan skala 11%, dilihat dari
rasio derajat desentralisasi dikatakan sangat rendah dengan skala 10%.
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat masih memiliki tingkat
ketergantungan yang tinggi dengan skala 87%, dandilihat dari rasio
efektivitas dikatakan sangat efektif dengan skala 101%.

2. Dilihat dari segi belanja daerah kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba
Barat dikatakan sudah baik namun perbendaannya terjadi pada tidak
adanya standar pada proporsi belanja daerah. Dilihat dari rata-rata
pertumbuhan belanja daerah dikatakan positif (peningkatan) sebesar 4%.
Selain itu dari aspek keserasian belanja daerah dilihat dari rasio belanja
langsung dan belanja tidak langsung rata-rata sebesar 84% dan 68%.
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah melakukan efisiensi belanja
daerah dengan rata-rata sebesar 93%.

Dilihat dari aspek pembiyaan, analisis penggunaan SiLPA pada
anggaran SiLPA tahun 2016-2020 adalah Rp. 0.00. . Sedangkan analisis
penggunaan SIiLPA pada realisasi SiLPA tahun 2016-2020 pemerintah

daerah dinilai negatif karena pemerintah mengalami defisit anggaran.
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6.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat seharusnya lebih meningkatkan
pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumba
Barat, karena mempunyai dampak yang besar, tidak hanya bagi
Pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat. Potensi tersebut antara lain di
bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, budaya, hingga perdagangan.
Jika Pemerintah berhasil memaksimalkan pemanfaatan potensi tersebut
secara maksimal, maka pajak yang merupakan penopang utamadalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat.

2. Pemerintah kabupaten Sumba Barat harus memperhatikan proporsi
belanja langsung agar memiliki dampak dalam pembangunan di daerah.

3. Pemerintah Daerah perlu memanfaatkan ataupun mengalihkan SiLPA
untuk kepentingan masyarakat yaitu lebih kepada pembangunan
fasilitas-fasilitas umum di daerah yang bermanfaat bagi seluruh

masyarakatnya.
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